PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS

UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan amanat Undang-Undang
Dasar Negara  Republik Indonesia Tahun 1945,
penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan agar
mampu melahirkan kepemimpinan daerah yang
efektif dengan memperhatikan prinsip demokrasi,
persamaan, keadilan, dan kepastian hukum dalam
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa untuk mewujudkan kepemimpinan daerah yang
demokratis yang memperhatikan prinsip persamaan dan
keadilan, penyelenggaraan pemilihan kepala pemerintah
daerah memberikan kesempatan yang sama kepada setiap
warga negara yang memenuhi persyaratan;

c. bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala
pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah telah terjadi perubahan, terutama setelah putusan
Mahkamah Konstitusi tentang calon perseorangan;

d. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah belum diatur
mengenai pengisian kekosongan jabatan wakil kepala
daerah yang menggantikan kepala daerah yang
meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak
dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan
secara terus-menerus dalam masa jabatannya;

e. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah belum diatur
mengenai pengisian kekosongan jabatan wakil kepala
daerah yang meninggal dunia, berhenti, atau tidak
dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan
secara terus-menerus dalam masa jabatannya;

f. bahwa . . .
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f. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala
daerah, perlu adanya pengaturan untuk mengintegrasikan
jadwal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sehingga
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah perlu diubah;

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, hurufb, hurufc, hurufd, hurufe, dan
huruf f, perlu membentuk Undang-Undang
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (4), Pasal 20, Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D
ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH.

Pasall...
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Pasal I

ketentuan dalam Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 26 ditambah 4 (empat) ayat,
yakni ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), sehingga
Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Wakil kepala daerah mempunyai tugas:

a.

membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan
pemerintahan daerah;

membantu kepala daerah
dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi
vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan
dan/atau temuan hasil pengawasan
aparat pengawasan, melaksanakan
pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta
mengupayakan pengembangan dan pelestarian
sosial budaya dan lingkungan hidup;

memantau dan mengevaluasi
penyelenggaraan pemerintahan kabupaten
dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi;

memantau dan mengevaluasi
penyelenggaraan pemerintahan di wilayah
kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi
wakil kepala daerah kabupaten/kota;

memberikan saran dan pertimbangan
kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan daerah;

melaksanakan tugas dan kewajiban
pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala
daerah; dan

melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah
apabila kepala daerah berhalangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), wakil kepala daerah
bertanggung jawab kepada kepala daerah.

(3) Wakil . . .
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(3) Wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah
sampai habis masa jabatannya apabila kepala daerah
meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak
dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam)
bulan secara terus-menerus dalam masa jabatannya.

(4) Untuk mengisi kekosongan jabatan wakil kepala
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang
berasal dari partai politik atau gabungan partai politik
dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas)
bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan 2 (dua)
orang calon wakil kepala daerah berdasarkan usul
partai politik atau gabungan partai politik yang
pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan kepala
daerah dan wakil kepala daerah untuk dipilih oleh
Rapat Paripurna DPRD.

(5) Untuk mengisi kekosongan jabatan wakil
kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) yang berasal dari calon perseorangan dan masa
jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan
atau lebih, kepala daerah mengajukan 2 (dua) orang
calon wakil kepala daerah wuntuk dipilih oleh
Rapat Paripurna DPRD.

(6) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala
daerah yang berasal dari partai politik atau gabungan
partai politik karena meninggal dunia, berhenti,
diberhentikan, atau tidak dapat melakukan
kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus-
menerus dalam masa jabatannya dan masa
jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan
atau lebih, kepala daerah mengajukan 2 (dua) orang
calon wakil kepala daerah berdasarkan wusul partai
politik atau gabungan partai politik yang pasangan
calonnya terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan
wakil kepala daerah wuntuk dipilih oleh Rapat
Paripurna DPRD.

(7) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala
daerah yang berasal dari calon perseorangan karena
meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak
dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam)
bulan secara terus-menerus dalam masa jabatannya
dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas)
bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan 2 (dua)
orang calon wakil kepala daerah untuk dipilih oleh
Rapat Paripurna DPRD.

2. Ketentuan . . .
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Ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf i dihapus dan
penjelasan huruf e diubah sebagaimana tercantum dalam
penjelasan, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

(1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

a. membentuk Perda yang dibahas dengan kepala
daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama;

b. membahas dan menyetujui rancangan Perda
tentang APBD bersama dengan kepala daerah;

c. melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-
undangan lainnya, peraturan kepala daerah,
APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam
melaksanakan program pembangunan daerah,
dan kerja sama internasional di daerah;

d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian
kepala daerah/wakil kepala daerah kepada
Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD
Provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui
Gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota;

e. memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi
kekosongan jabatan wakil kepala daerah;

f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada
pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian
internasional di daerah;

g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja
sama internasional yang dilakukan oleh
pemerintah daerah;

h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban

kepala daerah dalam penyelenggaraan
pemerintahan;
i. dihapus;

j- melakukan pengawasan dan meminta laporan KPU
provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota dalam
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;

k. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja
sama antardaerah dan dengan pihak ketiga yang
membebani masyarakat dan daerah.

(2) Selain . . .



